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Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di
Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan

kesg ahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum
bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki
kewagjiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondis jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata,
Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh
karenaitu pengusahajalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus
menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat
pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan
memahami kebutuhan penggunajalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005
tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pel aksanaan penyelenggaraan
jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas,
keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus
dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan
manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung
prinsip dimanajalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari
jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kgjian Pustaka
telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal
adalah ukuran yang harus dicapa dalam pel aksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran
sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungs dan
manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sebagai penggunajalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

...... Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in
Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well asimproving the
general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to
continuing to develop infrastructure, particularly roads. |Is the highway has an obligation as the Minimum
Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit
relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best
service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests
of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of
highway users. Minimum Service Standards (M SS) in accordance with Government Regulation No. 15 of
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2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service
Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road.
SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units/
rescue and relief services. Sizing isto be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on
the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity
Toll Road (BUJT) in order to improve serviceto toll road users. In essence, the application of SPM needs to
be applied to uphold the principle that the highway has alevel of service, security and comfort that is higher
than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed
on PP 15 Y ear 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is ameasure that must be
achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously
evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service
Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by
the Entity Toll Road



